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MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVII/2019 

Tentang  

Model Pemilihan Umum Serentak 
 
Pemohon : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU 7/2017), Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU 8/2015), dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 
ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 
10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat 
(1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22E ayat 
(1) UUD 1945  

Amar Putusan : Dalam Provisi: 
Menolak permohonan provisi Pemohon; 
Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Tanggal Putusan : Rabu, 26 Februari 2020 
Ikhtisar Putusan :  

Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
Pemohon adalah pengujian undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 
ayat (1) UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) 
UU 10/2016 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan Pemohon. 

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, mendalilkan dirinya sebagai 
Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 
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tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di 
tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut 
serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Terlepas 
dari fakta bahwa Pemohon telah berkali-kali diterima kedudukan hukumnya dalam 
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, telah menjadi pendirian Mahkamah 
sejak awal keberadaannya yang memberikan kedudukan hukum kepada organisasi-
organisasi non-pemerintah sebagaimana halnya Pemohon, sepanjang maksud dan 
tujuan pendiriannya atau aktivitasnya terkait dengan substansi undang-undang yang 
dimohonkan pengujian dan diwakili oleh pihak yang menurut ketentuan organisasi 
yang bersangkutan memang diberikan hak untuk mewakili organisasi tersebut di 
dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 
2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 
Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-X/2012, bertanggal 13 
Februari 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012, 
bertanggal 5 September 2013. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa 
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo. 

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan permohonan 
provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mempercepat 
proses pemeriksaan dan memutus permohonan a quo karena terkait langsung 
dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang 
akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 
Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mungkin 
mengabulkannya dikarenakan permasalahan yang dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya membutuhkan pendalaman dan pembahasan yang 
komprehensif sehingga Mahkamah memerlukan pandangan sejumlah pihak yang 
memberikan perhatian terhadap masalah pemilihan umum selama proses 
persidangan. Lagi pula, sisa waktu menuju pentahapan Pemilu 2024 masih cukup 
untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju agenda kenegaraan di tahun 2024 
dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mengaitkan permohonan provisi 
Pemohon dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, 
permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Pokok permasalahan konstitusional Pemohon adalah pengujian 
konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan norma dalam Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 
serta norma dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dan norma dalam Pasal 201 ayat (7) 
dan ayat (9) UU 10/2016 yang menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilu Serentak 
Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah inkonstitusional. 
Bagi Pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak yang konstitusional adalah 
penyelenggaraan pemilu serentak yang dipisahkan antara pemilu nasional dengan 
pemilu lokal. Disebabkan pilihan waktu atau jarak antara pemilihan serentak di 
tingkat nasional (memilih anggota DPR, DPD, dan memilih presiden dan wakil 
presiden) dengan pemilihan serentak di tingkat lokal (memilih gubernur, 
bupati/walikota, dan memilih anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD 
Kabupaten/Kota), oleh karenanya Pemohon sekaligus meminta untuk menyatakan 
norma transisi dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. 

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan substansi dalil Pemohon dengan 
tiga konstruksi dasar dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
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14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan 
penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah konstitusional. Dasar penilaian perihal 
konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada original intent UUD 
1945, penguatan sistem pemerintahan presidensial, dan makna “Pemilihan Umum 
Serentak”. 

Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan umum 
serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan 
sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah 
pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional 
berdasarkan UUD 1945, yaitu: 

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 
Presiden, dan anggota DPRD; 

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 
Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 
Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota 
DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota; 

5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan 
memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD 
Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; 

6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan 
umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. 

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan pemilihan 
umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model yang dipilih 
menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Namun 
demikian, dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan penyelenggaraan 
pemilihan umum, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa 
hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan 
undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki 
perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan 
undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal 
sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut 
benar-benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan 
dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga 
pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk 
mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan model selalu 
memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam 
melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; 
dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan 
secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan 
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pemilihan umum. 

Bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan mendasar 
sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di atas, perihal 
dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara 
serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan 
dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang menentukan model pemilihan 
serentak di antara varian pilihan model yang telah dipertimbangkan di bagian akhir 
Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat 
keserentakan dalam pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan 
Wakil Presiden. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa 
“pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan 
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak 
beralasan menurut hukum. 

Bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang 
menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah 
dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan 
konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum 
untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden maka dalil 
Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta persoalan 
konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 menjadi kehilangan 
relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, dalil Pemohon 
berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 
10/2016 ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat 
bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang 
amarnya: 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi Pemohon; 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 


